
Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN KANDAL

PERATTIRAN DAERA.H KA,BI.]PA.TEN KEI\DAL

NOMOR 6 TAIITiFI 2OO4

TENTA}IG

PERUS.AI{A.AIY DAERAH FARI\,IASI
KABIJPATEN KEIIDAL

DENGAN RAHMAT TI.IITAN YANG 1\'IATIA ESA

BUPATI KEI\DAL

: a. bahwa untuk menduhrng keberhasilan penyelengg;araan

otonomi daerah dan penlnglotan pelayanan terhadap
masyarakat di Kabupateir Ke,ndal khususnya di bidang
farmasi, maka potenri yang dimiliki Daerah perlu
dikembangkan secaf,a optimal;

b. batrwa Kabupaten Kendal memiliki potensi peluang usaha di
bidang farmasi yaqg dapat dikembangftan grura men&rkung
Pendapatar Asli Daeratr;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Kendal
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penrsatraan Daerah Apotik
Kabupaton Daerah Tingkat tr Kendal dan Peratwan Daeratr
Kabupaten Daerah Tingkat tr Kendal Nomor 14 Tahur 1993
tenta4g Perubalran Pcrtama Perahran Daerah Kabupaten
Daeratr Tingkat tr Kendal Nomor 5 Tahrur 1986 Tentang
Perusatraan Daerah Apotik Kabupateir Daeratr Thgkat tr
Kendal sudah tidak sesuai d€ngan keadaan sekarang, danpedu
menetapkan Penrsahaan Daeratr Farmasi dengan Psratuan
Daerah Kabupaten Kendal

: 1. Undang-undang Nomor t3 Tatnrn 1950 tentang Pembentukan
Daerahdaerah Kabupaten dalam Lin*ungan hopinsi Jawa
TEngah @erita Negare tanggal S Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 atrun 1962 tsrfiang Penrsatraan
Daeratr (kmbaran Negara Tatnrn 1962 Nomor 10, Tarrbahan
Lernbaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang .....
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Menetapkan

3. Undang{udery Nomor 22 Tahun 1999 tel$ang Pernerintahan
Da€rah (Lenrbaran Negara Tatrun 1999 Nomor 60, Tanrbalun
Lrnrbarur Negara Nornor 3839);

4. Peraturan Pernerintatr Nomo,r 32 Tatnrn 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13,
14 dan 15 dari IIal Pembentukan Daerah-daarah Kabupaten di
Jawa Timur/Tengah/Brat dan Daerah lstimewa Yognkarta
(Berita Negara tarugglal 14 Agsstus 1950);

5. Perafiran Pemerintah Nomor 16 Tatnn 1976 tentang
Perfttasan Kotamadya Daerah Tingkat tr Semarang (Lernbaran
Negara Tatnur 1976 Nomor 25, Tmrbatran lrrnbaran Negara
Nomor 3079);

6. Keputusan Pregideir Nomor 44 Tahun 1999 tentag Teknik
Penlnrsunan Perahran Perundang-mdangm dan Bentuk
Rancangan Peraturan Pem€rintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomm I Tatnm 1984
teN*ang Tata Cara Pembinam dan Peargawasan Penrsahaao
Daerah di fingtoogan Pem€rintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbeodaturaan dan Tuntutan Ganti Rttgi
Keuangan dan Barang Daerah;

9. Koputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
teNilang Kepengurusan Badan Usalu Mlik Daerah;

10. Keputusan Mentsri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
43 Tahrur 2000 tentang Pedoman Ket'asanra Perusahaan
Daerah dqrgan Pihak Ketiga;

11. Peratran Daerah lfubupaten Kendal Nomor 16 Tatnm 2003
tentang Pokok-pokok Peirgelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (kmbaran Daeratr Kabupaten Kendal
Nomor 16 Tahun 2003 Seri E No. 8).

Dengan persetuJuan

DE'\WAN PNRWAKILAN RAKYAT DAERAH K.A,BUPATEN KENDAL

MEIVIUTUSKA]T{:

: PERATTJRA}I DAERAFI KABUPATEN KENDAL TENTANIG
PERUSATAAN DAERAH FARMASI KABUPATEN
KENDAL.

848.....



BA,B I

KETENTUAT\ IJMTIM

Pasal 1

Dalam Peratuan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daeratr Kabupaten Kendal
2. Psmerintah Daerah adalah Pemerintah Daeratr Kabupaton

Kendal;
3. Kepala Daerah yang selanjufrrya digebut Bupati adalatr Kepala

Daerah Kabupaten Kendal;
4. Perusahaan Daeratr Farmasi yang sela4iutnya dis€but Penuda

Farmasi adalah Badan Usaha Mlik Daerah;
5. Pengurus adalatr Penggrus Perusahaan Daerah Farmasi;
6. Direktlr T.,rtama yang selanjutnya disingkat Dirut adalatr

-Dineknr Uama PEnrsalnan Daerah Farmasi;
7. Direksi Penrsda Farmasi yang selanjukrya disindrat Direksi

adalah. Direksi Perusatraan Daeratr Farrnasi;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daeralr

Farmasi Kabupaten Kendal;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten

Kendal;
10. Pekedaan Ksfarmasian adalah cara dan teknologt pembuatan

obat serta cara penyimpaffin, penycdiaan dan penryalrrannla;
11. Apotil. atialah tempat ffiolak:ukan pekerjaan kefarmasian dan

menyalurkan perbekalan fafinasi kepada masyarakat;
12. Apoteker adalah mEroka yang berdasarkan peraturan perundang-

urdangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan
kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;

13. Apotek€r Pengelola Apotik adalah Apoteker yang teiah
dilrcrikan izin oioh Menteri Kesehatan untulc mengelola Apotili
ditempaf tertentu;

14. Gaji adalah pendapatan yang dituima oleh Direksi dan Pegawai
Perusaham Daerah Farrnasi;

15. Tur{angan adalah tambahan pendapatm di luar gaji yang
dib€rikan kepada Pegawai di lhglruryan Perusatraarr Daerah
Fannasi yang diangtat dan ditugaskan secara p€nuh dalam
jabatan sesuai dengan ketentuan yang bedaku.

BAts II

TEMPAT DA}[ KEDLIDUK.AI\

Pasal 2

Perusatraarr Daerah Farmasi berkedudukan di Daeratr

Pasal .....



Pasal 3

Penrsahaao Daeratr Farmasi dapat monggnbanglan usaha di luar
wilnyah Daerah

BAB TII

AZA,S DAII TUJUAI\

Pasal 4

Perugahaan Daeratr Fffinasi beraza$kan deinokrasi ckonorri deftgan

prinsb efektif dan sfisiqr.

Pssal 5

Pelusahaan Daerah Fafinasi didirikan dsftgsfi tujuan untuk

memberikan pcleyanan bagi maryrakat di bidang fafftasi &tl
sebagai salah sahr Sumber Pendapatan Daerah'

BAB IV

KEGIATAFI USATIA

Pasel 6

Untuft. mencapai nrjucr sebaggimau dinaksud Pasal 5 Pefaluffil
Daerah ini Pcrusatraan Daeratr Fannasi menyelengarakan usalta-

usaha :

a. Mndalaolffi u$atta pokok di bidaqg apotik dan di$tibusi
penbekalan farmssi lainnYa.

b. Meqialanka$ usatra-usalra p€rdagnngm lainnya s€pax$ang tidak
bertcntan$o dEngan peraturan pertlndang'uildangfft ydlg
b€daku.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(l). Modal Pefusahaan Dasrah Farnrsi menrpakan kekeyaan DaErah

Vane dipisattkan.

(2). Piqiaman dari Pih*k KE-Itr

848..,,.



BAB VI

DIREKSI DAN BADA$I PENGAWAS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal E

(1). Perusda Farmasi dipirnpin oleh Direlsi yang terdiri dari seorang
Direkhn atau lobih dan sebanyak-bar-vaknla 2 (dua) ormg
Direktur;

(2). Apabila Dircksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur, salatt

seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(3). Direksi bertanggungjawab kepade Bupati

(a). Anggota Direksi berternpat tingal diternpat kedudukan Perusda
Farmasi

(5), fuitara se$arna Direksi dan atau antara Dir€ksi dengm Badan
Pengawas tidak boleh ada hubungan keluaqga sampai dengan
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamplng
termasutri menantLr dan ipar.

(6). Apabila hubungan keluarga sebagaimana dima*sud a5/at (5)
pasal ini terjadi setel*.h penganglota& untuk nnelanjutkan
jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bryati

(7). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pritradi
baik secara langffirg maryun tidak tangsung pada Penrda
Farrnasi

Pnsal 9

(1).Diretrr".li dian*at oleh Bupati diutarnakan dari swasta atas usul
Badan Pengawas

(2).Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini bukan bsasal dari swasta maka yang bersangkutan hanrs
melepaskan terlobih dalndu status ke,pegawaiannya

(3).Unfi* dapat diangkat rrebagai anggota Direksi harus memeauld
persyaratan sebagai berilut :

a- Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kuangrrya
Surjana (S 1)

b. Mempunyai .....
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b. Menpunyai pen$Iffiran kerja minimal j (imr) tatrun di
Perueahaan yang relwan dih*tikao dffigtrl surat
keterangan (rEfe,rensil dari Penuatraan sebehrmnya d€f,gan
pnilaian baik

s. Menbuat dan merryajiftan propooal tentailg visi rnisi dtrt
sfrategi Perusaham

d. Tidak terlibat baik secara langnrng maqpun tidak taogsuag
kegiatan pengtttanatm pada negara

e. Monpunyai akhlak dan moral yang baik

f. Sehat jasmani dan rohani yrg dihntkan d€ngan Surat
Keterangan Dokter rcrrni dari Pemerintatr

(4) Pengngfutan Anggota Dir€tci sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Kepuftsan Bupari.

Pasd 10

(l) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan psngawas s€tElah
dinyatak& hhs uji ketayat<an dm kepatutan untuk masa
jabstm 4 (ernpat) tatnm dan dapat diangkat kembdi s€telah
mara jabatan dinaksrd berskhir.

(2) Sebelun menjalankan filgas Anggota Direksi dilanrik dan
diafirbil sumpah oleh Bup*i.

Pasal tl

Tata cara dan tata tertib penrilihan dan pengmgkatsn fuiggota
Dir€ksi diann lebftr la4iut oleh Bupai eotelah mendengm siilan
Badan Pe,lrgawas.

Pasal 12

4nel<$ datam mengelola Perusahaan Daerah Faflnasi memprnryai
tugas dan wew€,lrfl€ ymg diatur lebitr taqiut d€ngm Kepuusan
Bupati"

Pasol 13

Dir€kni Mwrajiban rmfirk me,ngelola kekayaan / asgt pcnrsatraan,
memimpin dan mengendalikan Pelusaltaarr Daerah Farrnasi

Pasal 14

(l). Direksi mewakili Perssatram Daerah Farmasi di dalam maupun
di luar Pengadilan

(2)Apabila.....



(2). Apabila dipandang parlu $ireksi dspat nreinr{r* 1 (satu)
oranglleb'ih kuaea untuk mEwakili Ponrsahsan Daerah Farmasi

dimask$ud trya, (l) Pasal ini.

Pasal XS

(l). Penghasilm Direkei terdiri dari Gaji dan Trrrdangarr"

(2). Besarnya Gaji dan Tur$angan sebagaimana tereebut pada ayat
(1) diatur dengan Kquhrsan Bupati.

Pasal 16

(1). turgota Dir6l$i berlrenti kaeoa :

a. Masa jabatannya treralJrir;

b. tdenisggal dunia;

(2). fuiggota Direksi dapat diberhsntikan oleh Bupati karena :

a. Perrnintaan sendiri;

b. Karena kes€haran sehingga tidak dapat
rnplaksanakan firgasn3'a;

c. hdekkr:kan tindakari atau bersftap yang
dmrgan kebiliakan Dasrah maupun Nogara;

d. Ti&k melaksenakan hrgas dan x'ewe,lrang;

e. Diht*wn pidana berdasatkan putusan Pengadilan yang r{ilah
mernpunyai kekuatan hrftum yang tetap;

f, Terlibat tindakan yang merugikan Perusatuan Daerah
Farrnasi.

Pasal 17

(1). Apabila Dircksi mElakulr,an salah satu perbuatan sobagEimana
dimaksud Pasal 16 ayat (2) hlruf c,d dan q Baden Pengawas
segsra mslakuftan pernerrlksaan terhadap Direksi yang
ereangkutan.

(2). Apabita hasit penreritsaan tsrhadap Dfueksi seb4gairnana
dimalsud ayat (1) pasal ini benar-benar terbr*6 maka Badan
Pengawas segera molaprkan kepada Bupati.

Pczsul ... --



Pasal l8

Selama-lamanya 12 (dua belas) trari kerla c€telatr mensrima laporan
hasil pemeriksaan Badao Pengswas esbrufiimm* dimaksud ryat (2)
Pasal l7 Porrturan Daerah ini Bryati m€og€lua*m Keputusan
Penrbrhentian Sementma / Penrberhentian

Pasal 19

(1). turggota Dir€ksi yang diberhentikaxL s€lanbat-lambafrrya 15
(lima b€las) trri keqia sajak diterimarya Keputruan Bupati
tfftang Pamberhentian, dapat mengEjukan kebaratan secara

t€rtulis kepada Bupml

(2). Sekmbat-lambaurya 2 (dua) bulan sejak a*crimanya
permohonan keberatan, Bqpati ffidah memgmbil keptusan
apakah menerima atau menold( pernrohonan kebcratnr terscbut.

(3). ApaHla datam wakfir 2 (dua) bulsn sebagaimma dimaksud eyat
(2) Parat ini, Brpati belum mcngrunbil kepufiuan t€dtadap
perrrohonan keberdmf maka Surat Kepuhsan BWati tontang
Pe,mbedrentkl batal dcNni hnlffin.

Pasd 20

(1). Direksi yang dibertrentikan sebagairuana dimalcud Pasal 16
cynt (1) dan ayat (2) hnf a dan b Peraturan Daerah ini,
diberhantikan dengm honnat

(2). Diret$i yang diberlrentikan sebagaimana dimakstd dalam Pasal
16 ryafr (2) hunf c, 4 e dm f Pe,raturan Daerah ini
diberhsntikan tidak dengan honnat.

(3). Direksi yang dibefientikan sobagaimana dimaksud df,lam Pasat

16 aym (1) funtr b Per&nan Daerah int s€l6in diberikan uang
duka sebesar 3 (tga) kali parytnsilru yang dilerfuna pada bulan
t€rakldr juefl diberikan uffrg pecurgon s€bs$m 5 (lima) kali
ponghasilan ymg ditsrims pada bulan t€rakhir s€rta dib€{ikflr
uang p€ngltargaan yang besarnya ditetapkan secaria proeorsional
sesuai dengan mara jabatannya.

(4). Dirakfii yang bertrenti l<arffla habis masa jabatanrya
ecbagaimana dimaksud Pasal 16 ayal (l) huruf a Peraturan
Daerah ini dan tidak dapat dim*et kembali diberikan uang
pertghargaan gesuai dengan kunatryuan P€rucda Farmasi

Pasal 2l

Pati4 lamft 3 (tiga) bulan sebelwn masa jabatm Dit€kei b€rakhir,
Badan Pengawas sudah mcngajukan caloar dreksi kepada Btryati.

Pasal .....



Paqrl ??

(l). Apabila Llireksi di*,*rhentikan sebelffn ilIasa jabatanrrya

berakhir, maka Bupati mengffgkat Pelalcana Tugos (PLT).

(2). Pe$gangkatan Ptr,T sebagairnana dirnaksud ayst (1) pasat ini
dite-r"apkan d*ngan Keputusan Bupati r.nrtuk masa jabatan

selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bngian Kedua

Badan Peng*rr*r

Pasal 23

(1). Bad*r: Pengawas diangkaf oleh Bupati dengan Kepuftsan
Bupati.

(2). Baclan Pengawas eebagaimana dimalcud ayat (l) Pasal ini
dierek^at deri orilng yang prof"asio$.al *esuai de*gan bidang
usaha Perusahaan Daerah Farmasi.

Fasal ?4

Jurnlah Bndan Peitgarvas Feisrahaan Daerah Farrnasi setranl:ali-

banyakrya f ($ga) r,trang, yang tercliri dari Ketua merangfup
fuigota, $oh*taris rneranglcap,{nggota dan anggota.

Pasal ?5

(1). Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tga)
tai:un

(2). Badan Pengawas dianekat palfuE tama 2 (d$a) kali masa
jabatan;

(3). Pengaegkatan tsadan Pengawas yang kedua kali dilatrukan
apahla:

a. h{ampu mengawasi Penrsda Fannasi sesuai dengon progrim
kerja.

b. Il{anryu nnefilbsrikan saran kepada DirElisi agar Perustla
Farmasi ri:leruIiu trei'saing d*rg*n pcrusahaaur lairmya

c. Mampu mernberikan p€ndapat mengenai peluang usaha

1'4ng msngmtungl:an di masa yang akan datang.

{4). Seb*lwn nreqiaianitan fsg&c, Baden Pengawas dilantik rlan
diaintil surnp*h oleh Bupak.

Pasal 26

Tugas dan wewenang tsadan Pengawas diatur lebih lanjut *leilgan

Kopntusan Bupati.

Pasal .....
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Pasnl 27

(1). Angota Badan Pmgawa* bertenti kar€na :

a. Itdasa jabatanrrya b€rakhir;
b. Msrdnggd &Eda.

(2). Anggota Badan Pengawas dapat dibcrhentikan oteh Bupdi
krena:

a. PErmintaan ssndiri;
b. Karila kcsehatan rchin4a mengakibatkan tidak dryat

melaksanakm tugasnya;
c' Melakukan tindakan atau bersiksp yarg bsrt€ntangnn

dmgan kebijakan Da€nah fiu$pun Negara;
d. Tidak melalrsaoakan tugas dan wew€oingnl'a;
e. Dihntcum pidanr berdasa*m pumsan pengsditffi yang totah

mempunyai kekuatan hrkunr yang tatap;
f. Terlibat tind*a$ yang merugikm perrwatraan Daerah

Farmasi.

Pasal 28

(1). Apabila Badan Pengawas diduea mclakukan salah satu
pentutan scbagaimaoa dimaksud dakm pasel Z? uyat (Zl hruf
c, d dffi f Psraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan
pqneriksaan terhadap yarg bersrngkutan.

(2). sclamrlmranya 12 (auahlas) hrci kerja sgterah menarima
laporan hasil pe,meriksaan yang te{bukti adanya tindaka$
sebagaimana tmsebut peda luruf c, 4 € dan f pasal ZT ayat (Z)
Peraturan Daaah fud matca Bryati daprt segera mengeiuartan
Kepu$san penrberlrelrtian seinectaralpemberheirtinr

BAB VII

APOTIK

Pasal29

(l). Ti{p unit Apotik dik€pglai oleh soorang Apot€kEr ya$g relah
mendapat izin MentEri Kesehatan ;

(2)' Kspata unit Apotik dalan rrc4ialffrkan tugamrya lertangrns
jawab kepeda Diretci.

8AB .....
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BAB VNI

R.NN{'AN.& KBR..},l TIAN ANGGARAN

Pasal S0

(1).Selrrrbat-l*mbetnya 3 (nga] hula* sebelurn taluur buhr
berakhir, Direksi menyflmpdkan Rencana Kerja Tahunan dm
Anggaran Perusahaan Daerah Farrnasi kepada Badan Pemgawas

untuk mendapatkan pengesahan ;

(2). Apabila sarnpai p*rmulaan tahsn bulnr Badan Pengawas tidak
mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahrman dan
Arggaran PErusalnan Daerah Farmasi dinyatakan bErlaku ;

(3). Seti*i:r per*!>ali+il R*nc.ana Kerja ftn Anggaran Penrsahaan
Daerah farmasi yang terjadi dalam tahlrn huku yang
banangkutan hams mandapat persetu-iuan Badan Pengawas.

BAS TX

TAH{Ji\ BU!fl.T DAN PERHITT.JNGAI\ TAHTINAFI

Pasal 31

(1). Tahttn Bshr Penxahaan Daerah Farmaqi adalah Tahun
T*kst{m;

(2). S*l*mtra.t-trambatry"n dalairr crakfu" 3 (riga) bulan setelah akhir
tahwr bulq llirelisi rnenyarnp*ikan Perhitrmgan Tahunan yang
terdiri dari Ner*ca dan Laba/Rugi kepada Bupati rxrh*
ma;,',J-ipat p, enge saFian.

(3). Neraca dan peutdrungan l-aba/Rryi sebagaimana dimaksud pada
ayat i2) Fasal i$i, ditandatangaai olah Direksi dan Kehra Badan
Penga..*as.

BAB X

PEI{ETAPAN DAFI PENGGL'IIAAN
T,ABA BARSIII

Fa*;rl 3?

(l). Laba bersih F*'rusaharn Daerah Fanrasi -vang telah disahkan
oleh Brryat[ pembagiannya dit€tapl€n sebagai berikut :

Bagiax Lal-'a ui:rtrik C,e*rah 40?'o (empat puhlh pemeratus);

Cr.dangan Ltnurn 20olo (dua puluh perserattrs);
Cadangan Tujuan 2tr/o($n puhrh perseratw);
Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh pemeratus);
Jasa Produksi 10% (seprftrh perseratus);

I

b.
c.

d.
E.

(2) Basidn .....
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(2). Bagian Laba untuk Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaskstd
ryfr (l) hunrf a Pasal rnt, diltggarksn dalam Rekeiftg
Penerirnaan furggaran Pendapatan dan Belrufa Daerah Tahun
Anggaran berikutrya;

(3). Ponggsnaan Dana Kesejahteraan dan Jasa Pro&*si ditetapkan
oleh Direksi dsngan pecetujuan Bryati.

BAB XI

TAIIGGUNG JAWAB D^AFT TT.INTT,]TAN
GANTI RUGI

Pasrl 33

(1). furggota Direl$i darr atag Pegawai Pqusahaan Daorah Faflnasi
yang dengan serqaja nunrpun tidak sengaja atau karena
kelalaianuya menimbulkan k€rugian bagi Penrsahaan Daerah
Farmasi, Anggota Direksi daa/ataa Pegawai Pe,rusatrsan Daerah
Farmasi wajib mengganti kerugian dimaksud ;

(2). Tata cara penyelesaian ganti rugi s€bagaimana dimakrud ayat
(1) Pasal ini sesuri dryrnperaturan pemmdanganyang b€daku.

BAB XII

PEIVIBINAAI\

Pastl 34

Bupati melakukan pwrbinaan teftadap Pemnatuan Da€rah Farmasi.

BAB XIII

PF,I\{BUBARAN

Pasal 35

(t). Perusatum Dacrah Famasi dapat dibubadsn apabila
berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian panitia
Peiusatuan Daeratr Frnrasi yaag dib€nfi* olsh Bupa[
ternyata Pelrsahaan Daerah Fafin si dinyatakan pailit ;

(2). Panitia Penrbubaran Pe,rusatuan Daerah Farrnasi menyampaikan
pertangtnrgiavraban penrbubaran Perusatnan Daerah Farma$i
kepada Bupati ;

(3). Puttbubaran Perusdraan Dasrah Ftrmasi diletapkan dsrgan
Pcraturan Daerah ;

(4). Apabila Perusahaan Daerah Farmasi dibubad<an, hutang dan
kewajiban keuangan dibayar dari hrta kekayaan Perusdnan
Daerah Farnasi dan sisa lebitr/hrang nsr{adi nilik/tanggung
jawab Pem€rintah Da€rah"
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Psnl 36

Bupati menyelesaikan kekaryaan Dirgksi dan pegawai pmrsahaan
Daerah Farnrasi yang dibubar*arr

BAB XIV

KATDNTUAN LA,IN.L{N

Pasal3T

Dir€l$i yang akan rnelakr*an p€rjalanas dinas ke ftrar Daqah
daslatau ks luar nogeri harus mendapatkar izin t€rturis dari Bupati.

BAB XV

KETENTUAFT PEFruTIIP

Pasal 3E

Derga berlakunya Peratran Dacrah ini maka perafiran Daqatr
Kabupateo Da€rah Tingkat tr Kendal Nornor 5 Tatun 1986 tentang
Pentsahaan Damatr Apotik Kabupaten Da€rah rfu€kat tr Kendar
ya$g blah dil$ah Portama kali dengao Peratruan DaErah Kabupaten
Daar*r Thgkat tr Keodd Nomor 14 Tahrm lg93 telrtang
Pgrubatnn P€rtama Peratruan Daerah lkbrpaten Daerarr Tingkat tr
Kendal Nomor 5 Tatnm 1986 Teatmg Perusalrsan Daeratr Apotik
Kabupaten Daeratr Thgkat tr Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak
bcrlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yarg belwn diatrr dahn Peraturan Daerah ini sepruriang
mqrgmai pelal$ffiaailny4 alsri diatrn lebih la4iut dellgan
KepuhsanBupatl

Pasal 40

Perafiran Daerah ini mulai bedaku pada tangal diundangkan.

Agtr sup{ya setiap orsag mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Prratrran Daerah ini dengm p€nempatarurya dalam
Irmbryan Daaratr Kabupaten KEndal.

padx tanggal 24 Mei 2004

KEI\DALBIIPA

HFJ\DY BOEI}ORO

Ditetapkan di Kendd

Dundangkan dalam karbman Dasrah

Tmefll2? Mei 2004

EI\IDRO ARII{T9KO. S.HIWIVI
Psrnbina Utama Ivluda

NrP. 500 w3 654
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PENJELASAN

ATA,S

Pf,RA,TT'RA.N DAf,RAH KABIIPATEN KEAIDAL

NOMOR 6 TAHI.N\[ 2OO4

TANTANG

PERUSAIIAAI\ DAERAH FARI\{ASI
KABIIPATF,I\ KEI\DAL

I. PET{JEI,ASAFI IIM{.IM

Sebagi salah satu inplementasi otononri daffah, masing{rasing da€ratl
dinn&rt rmn* dspat memanfaattm potensi daorah yang dimitiki Potensi dasratr
ters€hrt pefu dioptinalkan dalam rands pengAan pndapatm di da€rah. Oleh
l<arEna iu, rmt* mendukung kebsdrasila pcnyelengararo otonomi daorah dan
penlngkatan tfrhadap masyarakat di Kahryalen Kendal ldnreusnya di
bidaog farmasi, maka potctrsi yang dimiliki das:ah perh dikecrbangkm s€caril
optimat.

Setelah diadakan ps$qiiaq tenryata bahwa Kabupaten
Kendal mernifiki potensi peluang u*atra di Udmg fafinasi yang dapat dikenrbangkan
guoa mendr*turg Pendpatan Asli Da€rah Oleh karcoa inf Pem€rintah Daeratr
pcrlu meogirtcfltasikan eebagial dana yang ada unh* menanrbah kelcmbagaan
Peiruatuan Daerah (PD) sebagai salah sahr terobosfii untrk menfugfutkan
Pendapatan Asli Da€rah.

Berdaearkm sebagainana t€rs€but di atae, fitalca Peraturan
Daerah Ifubupaten Daerah Thgkat tr Kendal Nomor 5 Tatnm 1986 t€Nltang

Pemsahaan Dacrah Apotik lftbupaten Daeratr Tingkat tr Keodal dan Perahran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Kendal Nomor 14 Tatrun 1993 leNilang
PeNr$ahan Pqtama Perafiran D8cfiah Kabupaten Da€rah TfuEkat tr Kendal Nomor 5
Tahrm 1986 t€ntang Perusaham Daerah Apotik Kabupden Dae,rah Tirykat tr Kendal
stdatt tidak s€suai dsngfir kaadaan sekarang sehingga perlu menetapkan Penxatraan
Daerah Fffinasi dengan Perahuan Daeratr Ifubupalur Kendal.

II. PENJELASANPASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal2
Pasal3
Pasal4

Cukrry j€las.
C*upjelas.
Cukup jelas.

Yaag dimakgud dengan Demolaasi Ekonami dengan prinsb
efelilivitae dan efisiensi dalam Pasal ini adalah p€laksanaan

harus b€rdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dengpn
prinsb efcltifitas dalarn peoganrbilan kebijakan dan efisiensi
dalam sumber dcyayang ada.

Pasal .....
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Pasal5
Pasal6
Pasal 7 ayat (l)

Pasal T ayat(2)
Pasal S

Pasal 9
Pasal 10
Pasal 1l
Pasal 12
Pasal 13
Pasal f4
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal20
Pasal2l
Pasd22
Pasal23
Pasal24
Pasal25
Pasal 26
Pasal2T
Pasal 28 ayat (l)

Pasal 28 ayat (2)
Pasal 29
Pasal 30 ayat (1)
Pasal 30 ayat (2)
Pasal 30 ayat (3)

Pasal 3l
Pasal32
Pasal33
Pasal34.
Pasal 35
Pasal36
Pasal3T
Pasal33
Pasal39
Pasal 40

Cr*np jelas.

Cnkup jelas.
Beearnya modal disesuaikan dengan komampuan
peluanglpotensi yang mrmgkin dikembangkan.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cnkup jelas.

Cnkup jelas.

Cnkup jelas.
Cnkup jelas.
Ctrknp jelas.
Cr*np jelas.
Cukup jelas.
Cnkup jelas.
Cnkup jelas.
Cnkup jelas.
Cukup jelas.

Cnkup jelas.
Cftry jelas
Cnkup jelas.

Cukup jelas.

Ct*up jelas.
Cukup jelas.
Ct*up jelas.
Cnkup jelas.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ryat
pernerilsaan yang dilaksanakan oleh aparat
fungsionaL
Cnkup jetas
Cukup jelas.
Cnkup jelas.
Cnkup jelas.

daerah dan

ini adalah
pengawas

pendekDiiabakan dalam persetujuan Rencana Kerya j*r}te
darr jangka panjang Direksi.
Cukry jelas.
Cukup jetas.

Cnkup jelas.
Cukup jelas.
Cnkup jelas.
Ctlktry jelas.
Cnkup jelas.

Cnkup jelas.
Ctrkup jelas.
Cnkup jelas


